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ABSTRAK 

 

Untuk meningkatkan produktivitas perkebunan adalah melalui pola 

komitraan. Kemitraan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi 

harapan berbagai pihak bila saling bekerja sama, dan dituangkan dalam 

suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas. 

Salah satu bentuk perjanjian kemitraan adalah yang dilakukan antara PT. 

Hutahaean dengan beberapa masyarakat salah satunya H. Syafei Lubis. 

Dalam Perjanjian Kemitraan dapat menimbulkan celah hukum yakni 

mengenai klausul perjanjian kemitraan yang berisikan kerja sama namun 

disisi lain, yang menimbulkan ketidakpastian hukum yakni dalam jangka 

waktu pengembalian lahan ke pekebun. 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti 

adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam 

perjanjian bagi hasil pengelolaan kelapa sawit berdasarkan putusan nomor 

66/Pdt.G/2020/Pn.Prp dan bagaimana akibat hukum apabila terjadi 

wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan kelapa 

sawit berdasarkan putusan nomor 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp. 

Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dan dipecahkan 

dengan metode pendekatan penelitian yuridis empiris yang dengan kata 

lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan 

penelitian lapangan. 

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa Dalam surat 

perjanjian kemitraan dan/atau kerjasama No. 58 tanggal 16 Agustus 1999 

yang terjadi antara PT. Hutahaean dengan masyarakat merupakan 

peristiwa hukum yang terbentuk perjanjian kemitraan, maka wajib 

memenuhi prestasi setip dari perjanjian dan Perbuatan PT. Hutahaean yang 

tidak memenuhi hak masyarakat sebagai pemilik kebun dengan menjalin 

kerjasama pola KKPA dengan PT. Hutahaean, sehingga merugikan 

masyarakat maka dapat dinyatakan wanprestasi. 

 

Kata Kunci: Kemitraan, Perjanjian Kemitraan, Wanprestasi. 
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ABSTRACT 

 

To increase plantation productivity is through a partnership 

pattern. Partnerships can take place well and meet the expectations of 

various parties if they work together, and are stated in an agreement that 

clearly states the rights and obligations of the parties. One form of 

partnership agreement is the one between PT. Hutahaean with several 

people, one of them is H. Syafei Lubis. In the Partnership Agreement, 

there can be legal loopholes, namely regarding the clauses of the 

partnership agreement containing cooperation but on the other hand, which 

creates legal uncertainty, namely in the period of returning land to 

planters. 

Based on the above background, the problem studied is how 

the judges consider in deciding cases in the oil palm profit sharing 

agreement based on decision number 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp and what are 

the legal consequences if there is a default in the implementation of the 

coconut management profit sharing agreement. palm oil based on decision 

number 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp. 
The problems that have been formulated will be answered and 

solved by using an empirical juridical research approach which in other 

words is sociological legal research and can also be called field research. 
This research finally concludes that in the partnership and/or 

cooperation agreement letter No. 58 dated August 16, 1999 which 

occurred between PT. Hutahaean with the community is a legal event that 

forms a partnership agreement, so it is obligatory to fulfill every 

achievement of the agreement and the actions of PT. Hutahaean who do 

not fulfill the rights of the community as plantation owners by establishing 

a cooperation with the KKPA pattern with PT. Hutahaean, so that it is 

detrimental to the community, it can be declared a default. 
 

Keywords: Partnership, Partnership Contract, default. 


